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Pemerintah telah mengeluarkan aturan yaitu Undang-Undang Nomor 13 
tahun 2003  untuk mengatasi permasalahan lapangan pekerjaan bagi penyandang 
disabilitas. Permasalahan yang ada di Kota Pekanbaru ialah banyaknya 
penyandang disabilitas yang tidak memiliki pekerjaan. Pokok permasalahan 
dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya Dinas Sosial dalam menyediakan 
lapangan kerja bagi penyandang disabilitas sesuai Undang-Undang Nomor 13 
tahun 2003? dan apa kendala penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tersebut bagi penyandagan disabilitas di Kota Pekanbaru? serta penerapan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bagi penyandang disabilitas di Kota 
Pekanbaru menurut fiqih siyasah?. Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologis 
hukum, sifat penelitian ini adalah deskriptif, yang mana berlokasi di Dinas Sosial 
Kota Pekanbaru. Data primer yakni yang didapat langsung dari bapak Drs. 
Bustami, MM dan ibu Sulhana Lely, Amd. Keb. Data sekundernya yakni data 
yang diperoleh melalui dokumen, dan buku terkait dengan masalah yang diteliti. 
Tenik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik 
analsisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, 
yang bertujuan mendiskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya, 
sehingga memberi gambaran yang jelas tentang situasi-situasi lapangan. Setelah 
mengetahui permasalahan yang ada melalui wawancara dan observasi di 
lapangan, maka penulis meninjau dengan pandangan fiqih siyasah berdasarkan 
nash Al-Quran, hadist, dan kaedah fiqhiyah untuk mempertegas kesimpulan yang 
ditarik. Jadi dari uraian dan dari berbagai tinjauan tersebut, maka penulis 
memperoleh kesimpulan bahwa upaya Dinas Sosial dalam menyediakan lapagan 
kerja bagi penyandang disabilitas sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
diantaranya; (i) membuat program pelatihan keterampilan menjahit dan 
memangkas rambut untuk penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru; serta (ii)  
memberikan pelatihan mengoperasikan computer untuk penyandang disabilitas 
Kota Pekanbaru. Adapun kendala yang dihadapi dalam Penerapan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketersediaan lapangan pekerjaan bagi 
penyandang disabilitas diantaranya; (i) kurangnya kemauan dari pihak 
penyandang disabilitas untuk melaksanakan program; dan (ii) Dinas Sosial masih 
kesulitan memasarkan produk hasil pelatihan penyandang disabilitas. Tinjauan 
fiqih siyasah yang berkaitan dengan masalah ini adalah Siyasah Dusturiyah yaitu 
hubungan antara pemimpin degan rakyatnya. Segala upaya yang dilakukan oleh 
Pemerintah Kota Pekanbaru, untuk meningkatkan kemampuan dari penyandang 
disabilitas menunjukkan bahwa sudah sejalan dengan Siyasah Dusturiyah karena 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Merujuk pada Undang-Udang Nomor 04 Tahun 1997 tentang 
penyandang disabilitas yang dibahasakan dengan istilah penyandang cacat 
diartikan sebagai setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, 
yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya 
untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, 
penyandang cacat mental, dan penyandang cacat fisik dan mental.
1
 
Lebih lanjut undang-undang ini menjelaskan Cacat fisik adalah 
kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak 
tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan bicara. Cacat mental adalah 
kelainan mental dan atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari 




Dari sini dapat diketahui, bahwa maksud disabilitas adalah kelainan 
fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau menjadi rintangan bagi 
penyandangnya untuk melakukan aktivitas sebagaimana umumnya orang.  
Apabila ditinjau dari bunyi Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28E ayat (1) 
Undang-Undang Dasar 1945 maka dapat diketahui bahwa semua warga negara 
berhak mendapat pekerjaan, baik yang memiliki kekurangan (disabilitas) 
maupun yang tidak memiliki kekurangan. Hal tersebut berimplikasi pada 
                                                             
1
 Undang-Undang No 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat 
2
 https://islam.nu.or.id/post/read/83401/pandangan-islam-terhadap-penyandang-disabilitas 




kewajiban negara untuk memfasilitasi warganya agar memperoleh pekerjaan 
yang layak bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlu perencanaan yang matang 




Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 
ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang yang 
mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik 
untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun untuk masyarakat.
4
 
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menetapkan bahwa pengunaan 
istilah pekerja selalu diikuti dengan istilah buruh yang menandakan bahwa 
Undang-undang ini mengartikan dengan istilah maknanya sama. Pasal 1 angka 
3 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, memberikan 
pengertian. “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima 
upah atau imbalan dalam bentuk lain.”  
Dari pengertian tersebut, dapat dilihat beberapa unsur-unsur yang 
melekat dari istilah pekerja atau buruh, yaitu sebagai berikut :  
1. Setiap orang yang bekerja (angkatan kerja maupun bukan angkatan kerja 
tetapi harus bekerja). 
2. Menerima imbalan/upah sebagai balas jasa atas pelaksanaan pekerjaan 
tersebut. 5 
                                                             
3
 Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 
4
 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 
5
 Agus Midah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori,(Bogor : 




Pengertian tenaga kerja ini lebih luas dari pengertian pekerja atau buruh 
karena pengertian tenaga kerja mencakup pekerja atau buruh, yaitu tenaga yang 
sedang terikat dengan hubungan kerja dan tenaga kerja yang belum bekerja. 
Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah 
atau imbalan dalam bentuk lain. Pekerja atau buruh adalah tenaga kerja yang 
sedang dalam ikatan hubungan kerja.
6
 
Dalam perspektif Islam, penyandang disabilitas identik dengan istilah 
dzawil âhât, dzawil ihtiyaj al-khashah atau dzawil a‟dzâr: orang-orang yang 
mempunyai keterbatasan, berkebutuhan khusus, atau mempunyai uzur. Al-
Quran, Hadits, dan pendapat para ulama secara tegas menyampaikan 
pembelaan terhadap penyandang disabilitas: 
                    
   1`                 
     ...     
Artinya, “Tidak ada halangan bagi tunanetra, tunadaksa, orang sakit, dan 
kalian semua untuk makan bersama dari rumah kalian, rumah 
bapak kalian atau rumah ibu kalian …” (Surat An-Nur ayat 61).  
 
Ayat ini secara eksplisit menegaskan kesetaraan sosial antara 
penyandang disabilitas dan mereka yang bukan penyandang disabilitas.
7
 
Dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa pemberi kerja dalam penempatan tenaga 
kerja Penyandang Disabilitas dapat: 
                                                             
6
 Rusli, H. Hukum Ketenagakerjaan, Berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan dan Peraturan terkait Lainnya. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011. 
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1. Memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa 
kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan 
pelatihan atau magang; 
2. Menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada 
ragam disabilitas tanpa mengurangi target tugas kerja; 
3. Menyediakan waktu istirahat; 
4. Menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi 
waktu kerja. 
5. Memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan 
memperhatikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas; dan 
6. Memberikan izin atau cuti khusu untuk pengobatan.
8
 
Maka dari itu, Sebagai bagian dari warga negara yang mempunyai 
kedudukan dan hak yang sama atas pekerjaan, penyandang disabilitas harus 
diperlakukan secara sama dan diterima secara tulus tanpa diskriminasi dalam 
kehidupan sosial, sebagaimana penjelasan Syekh Ali As-Shabuni dalam Tafsir 
Ayatul Ahkam (I/406): 
 اْلَعاَىاتُِ َذِوي َعَلى َوَلُ اْْلَْعَذارُِ أَْىلُِ َعَلى لَْيسَُ :َمْعَناهُُ َما ذِْكرُهُُ َجلُ  هللا يَ ُقولُُ
 َيْكرَهُُ تَ َعاَلُ هللا فَِإنُ  اْْلَِصح اِء، َمعَُ ََيُْكُلوا َأنُْ َحرَجُ  (َواْلَمرِيضُِ َواْْلَْعرَجُِ اْْلَْعَمى)
ِينَُ الِكب ْرَُ  .الت  َواُضعَُ ِعَباِدهُِ ِمنُْ َوُيُِبُ  َواْلُمَتَكّبِّ
 
Artinya, “Substansi firman Allah Ta‟ala (Surat An-Nur ayat 61) adalah bahwa 
tidak ada dosa bagi orang-orang yang punya uzur dan keterbatasan 
(tunanetra, pincang, sakit) untuk makan bersama orang-orang yang 
sehat (normal), sebab Allah Ta‟ala membenci kesombongan dan 
orang-orang sombong dan menyukai kerendahhatian dari para 
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hamba-Nya.” Bahkan dari penafsiran ini menjadi jelas bahwa Islam 
mengecam sikap dan tindakan diskriminatif terhadap para 
penyandang disabilitas. Terlebih diskriminasi yang berdasarkan 
kesombongan dan jauh dari akhlaqul karimah.   
 
َرَجةُُ لَوُُ لََيُكونَُ الر ُجلَُ َأنُ  :َوَسل مَُ َعَلْيوُِ هللا َصل ى هللاُِ َرُسولُُ قَالَُ ُلُغَها َلُ هللاُِ ِعْندَُ الد   يَ ب ْ
تَ َلى َحّت ُ ِبَعَملُ  ُلَغَها ِجْسِموُِ ِفُ بَِبََلءُ  يُ ب ْ  )َداُودَُ أَبُو َرَواهُُ(ُِبَذِلكَُ فَ يَ ب ْ
 
Artinya, “Rasulullah SAW bersabda, „Sungguh seseorang niscaya punya suatu 
derajat di sisi Allah yang tidak akan dicapainya dengan amal, 
sampai ia diuji dengan cobaan di badannya, lalu dengan ujian itu ia 
mencapai derajat tersebut,‟” (HR Abu Dawud).  
 
Hadits ini memberi pemahaman bahwa dibalik keterbatasan fisik 
(disabilitas) terdapat derajat yang mulia disisi Allah ta‟ala. 
Permasalahan yang ada di Kota Pekanbaru ialah banyak penyandang 
disabilitas yang sudah dibina, sudah bisa membuat keterampilan, tetapi 
pemasaran untuk produk-produk yang dibuat hanya ditampilkan pada bazar, 
sayangnya tidak masuk ke dunia industri. Lapangan kerja untuk disabilitas 
belum banyak. Salah satu dari binaan dinas sosial yang bernama Yandri dia 
memiliki bakat dalam memahami komputer, tetapi hanya perusahaan tertentu 
saja yang mau menerimanya. Tidak semua perusahaan bisa menerima 
penyandang disabilitas sebagai karyawan. Mereka sudah dilatih terampil tetapi 
tidak sesuai dengan lingkungan kantor atau pemerintahan. Mereka hanya dapat 
membuat lapangan pekerjaan untuk mereka sendiri, misal buat kue, menjahit 
dan sebagainya. Pemerintah hanya menyediakan 2% lapangan pekerjaan untuk 
penyandang disabilitas sebagai petugas pada wilayah pemerintahan. 
Dinas Sosial mendata penyandang disabilitas dengan turun langsung 




Masyarakat), yang disetiap kelurahan ditunjuk minimal 1 orang dari Dinas 
Sosial dengan mendata dari rumah ke rumah. Dinas Sosial Kota Pekanbaru 
mencatat bahwa ada 81 orang penyandang disabilitas. Penyandang disabiltas 
yang bekerja berjumlah 15 orang dan sedangkan penyandang disabilitas yang 
tidak bekerja berjumlah 66 orang. Oleh karena itu berdasarkan data diatas 
maka sudah menjadi kewajiban Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk melakukan 
pembinaan dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilatas 
sehingga tidak ada lagi penyandang disabilitas yang tidak memiliki pekerjaan.  
Berdasarkan uraian diatas, saya tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan 
mengadakan penelitian tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 Tentang Ketersediaan Lapangan Kerja Bagi Penyandang 
Disabilitas di Kota Pekanbaru Menurut Pandangan Fiqih Siyasah. 
 
B. Batasan Masalah 
Agar penelitian ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang 
dibicarakan, maka penulis membatasi permasalahan ini pada Penerapan  
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketersediaan Lapangan 
Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru Menurut 
Pandangan Fiqih Siyasah. 
 
C. Rumusan Masalah 
Bedasarkan latar belakang tersebut, pokok permasalahan dalam 
penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 
1. Bagaimana upaya Dinas Sosial dalam menyediakan lapangan kerja bagi 




2. Apa kendala penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut 
bagi penyandagan disabilitas di Kota Pekanbaru? 
3. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bagi 
penyandagan disabilitas di Kota Pekanbaru menurut fiqih siyasah. 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Berdasarkan pokok permasalahan seperti yang diuraikan diatas, maka 
penelitian ini bertujuan sebagai berikut : 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui upaya Dinas Sosial dalam menyediakan lapangan 
kerja bagi penyandagan disabilitas di Kota Pekanbaru. 
b. Untuk mengetahui kendala penerapan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 bagi penyandagan disabilitas di Kota Pekanbaru. 
c. Untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
bagi penyandangan disabilitas di Kota Pekanbaru menurut fiqih 
siyasah. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Secara Teoritis 
1) Hasil ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum 
Tata Negara (Siyasah) terutama yang berkaitan dengan masalah 
ketersediaan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas dan 
penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 




2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi 
penelitian-penelitian sejenis, pada masa yang akan datang. 
b. Secara Praktis 
1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 
wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara 
(Siyasah), terutama yang berkaitan dengan masalah ketersediaan 
lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas dan penerapan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
Bagi Penyandang Disabilitas di kota Pekanbaru. 
2) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
informasi tentang peran Dinas Sosial memberikan hak kerja bagi 
penyandang disabilitasdi Kota Pekanbaru 
c. Bagi instansi / pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan masukan (input) yang berguna dalam memberikan 
keterangan yang jelas tentang ketersediaan lapangan kerja bagi 
penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru. 
d. Secara Akademis 
1) Bagi penulis, hasil penelitian ini menjadi syarat untuk mendapatkan 
gelar Sarjana Hukum (SH). 
2) Bagi peneliti, dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan 
mengenai Hukum Tata Negara (Siyasah). 
3) Bagi peneliti lain, dapat dijadikan acuan terhadap pengembangan 




E. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 
Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan penelitian 
hukum sosiologis ini dilakukan dengan cara mengkaji hukum dalam realita 
di lapangan atau kenyataan di dalam masyarakat.
9
 Penelitian ini 
menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian 
dilakukan dengan jalan membandingkan antara aspek hukum yang berlaku 
dengan kenyataan di lapangan, sedangkan sifat penelitian yang digunakan 
oleh penulis yaitu: penelitian bersifat deskriptif, yakni penelitian yang 
bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau 
kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu  gejala atau 
hubungan antar dua gejala atau lebih.
10
 
2. Lokasi Penelitian 
Adapun lokasi penelitian yang akan penulis lakukan terletak di 
Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Adapun alasan penulis 
mengambil penelitian di sini karena melihat permasalahan yang ada di 
Dinas Sosial Kota Pekanbaru terkait dengan penyandang disabilitas. 
3. Subjek dan Objek Penelitian 
a. Subjek Penelitian  
Subjek dalam penelitian ini adalah Dinas sosial di Kota 
Pekanbaru.  
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b. Objek Penelitian  
Objek dalam penelitian ini adalah kesediaan lapangan kerja 
bagi penyandangaan disabilitas di Kota Pekanbaru. 
4. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau 
objek yang akan diteliti.
 11
 Penelitian ini yang menjadi populasi adalah  
dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru yaitu kepala bidang rehabilitasi 
penyandang disabilitas, kepala seksi rehabilitas penyandang disabilitas, 
serta staff rehabilitasi penyandang disabilitas, dan beberapa orang 
masyarakat penyandang disabilitas Kota Pekanbaru.   
b. Sampel 
Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang 
diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.
12
 Teknik pengambilan 
sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive 
sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan 
kriteria- kriteria tertentu.
13
 Penelitian ini yang menjadi populasi adalah 
Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan penyandang disabilitas Kota 
Pekanbaru 
5. Sumber Data 
Sumber data adalah tempat diperolehnya data.
14
 Adapun yang 
menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah : 
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a. Data Primer, yakni data yang diperoleh langsung dari Dinas Sosial, 
dan Kelompok atau Komunitas Penyandang Disabilitas di Kota 
Pekanbaru. 
b. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh melalui dokumen, buku, dan 
catatan-catatan yang bersifat dokumentasi atas penjelasan dan masalah 
yang diteliti. Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap data primer 
6. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk dapat menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan 
teknik pengumpulan data sebagai berikut : 
a. Observasi adalah mencurahkan segenap alat indra terutama 
pengamatan mata untuk mengamati fokus objek yang diselidiki. 
b. Dokumentasi, yaitu pendukung yang dikumpulkan sebagai penguat 
data dan observasi dan wawancara. 
c. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang menunjukkan 
pertanyaan langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi 
guna melengkapi bahan yang diinginkan serta yang dianggap perlu 
dalam penelitian. 
7. Teknik Analisis Data  
Penelitian ini dilakukan dengan teknik analisa data Deskriptif 
Kualitatif, yaitu penulis mengklasifikasikan data-data yang terkumpul dari 
lapangan. Selanjutnya data itu dianalisis dan diuraikan secara jelas, 





F. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan skripsi dalam 
dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan  dan 
merupakan suatu masalah yang diteliti, adapun sistematika penulisan skripsi ini 
adalah sebagai berikut: 
Bab pertama merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini memuat latar 
belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 
penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.   
Bab kedua berisi  gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi 
sejarah singkat Dinas Sosial Kota Pekanbaru, visi misi, dan struktur organisasi, 
identitas pegawai. 
Bab ketiga merupakan tinjauan teoritis yang berisikan mengenain 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, penyandang 
disabilitas dan konsep Fiqh Siyasah bagi penyandang disabilitas. 
Bab keempat berisikan hasil penelitian dan pembahasan , pada bab ini 
berisikan tentang bagaimana upaya Dinas Sosial dalam menyediakan lapangan 
kerja bagi penyandang disabilitas sesuai undang-undang nomor 13 tahun 2003, 
apa kendala penerapan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tersebut bagi 
penyandang disabilitas dikota Pekanbaru, bagaimana penerapan undang-
undang no 13 tahun 2003 bagi penyandang disabilitas di kota pekanbaru 
menurut fiqih siyasah. 
Baba kelima merupakan Penutup, pada bab ini penulis menguraikan 







TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
A. Sejarah Singkat Dinas Sosial Kota Pekanbaru 
Dinas Sosial Kota Pekanbaru merupakan salah satu Dinas yang ada di 
Kota Pekanbaru yang tugasnya berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. 
Dinas Sosial di Kota Pekanbaru beralamat di Jl. Datuk Setia Maharaja 
Tengkerang Selatan, Kecematan Bukit Raya, Kota Pekabaru, Riau dengan kode 




Sejarah singkat sebelum berdirinya Dinas Sosial Kota Pekanbaru dari 
zaman Penjajahan. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamirkan 
kemerdekaannya, tetapi bukan berarti Indonesia telah bebas seutuhnya dan 
merasa aman dari para penjajah Belanda. Penjajah dari Belanda ternyata tidak 
ingin melepaskan begitu saja jajahannya mesti Indonesia telah 
memproklamirkan kemerdekaannya. Belanda mempunyai maksud untuk 
menjajah Indonesia kembali dengan kekuatan penuh dari pasukan tempurnya. 
Terjadilah pertempuran yang sangat sengit antara kedua bangsa yang 
berbeda tujuan dan keinginan itu. Di dalam pertempuran banyak terjadi 
kekacauan sehingga banyak rakyat yang mengungsi. Oleh karena itu, pejuang 
yang berada digaris belakang mengkoordinir para relawan untuk membantu 
para pejuang garis depan dan pengungsi lainnya. Tugas para relawan adalah 
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membuat dapur umum, menyuplai logisctic dan makanan serta pekerjaan 
lainnya yang dibutuhkan pada saat itu. Dampak peristiwa ini menumbuhkan 
perasaan hubungan yang emosional dan persaudaraan yang kental antar para 
pejuang, pengungsi, relawan dan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa 
pertempuran tersebut. Peristiwa ini kemudiaan disebut sebagai Hari 
Kesetiakawanan Sosial yang jatuh pada tanggal 22 Desember dan diperingati 




Pada tahun 1948 pemerintah Negara Republik Indonesia yang baru saja 
merdeka dan sedang dilanda perang merasakan perlunya suatu instansi yang 
sah untuk dikelola oleh pemerintah dalam rangka membantu peperangan. Maka 
pada tahun itu dibentuklah yang namanya Inspeksi Sosial mulai dari pusat 
sampai ke daerah-daerah, yang tugas pokoknya adalah membantu tentara 
Republik Indonesia dalam peperangan. Kemudian pada tahun 1950, Inspeksi 
Sosial ditukar namanya menjadi Jawatan Sosial yang tugas pokoknya adalah 
membantu korban perang dan para veteran pejuang. Kemudian pada tahun 
1956, Jawatan Sosial ditambah tugas utamanya yaitu membantu para 
penyandang cacat (paca), Tenaga kerja Indonesia, dan Organisasi Sosial 
(ORSOS). 
Pada tahun 1974 Jawatan Sosial diganti nama menjadi Departemen 
Sosial Republik Indonesia. Untuk tingkat pusat dikepalai oleh seorang Menteri 
Republik Indonesia, untuk tingkat provinsi disebut Kantor Wilayah (Kanwil) 
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Departermen Sosial Propinsi yang dikepalai oleh seorang kepala departemen, 
sementara untuk tingkat kabupaten/kota disebut Kantor Departemen Sosial 
Kabupaten/Kota, untuk tingkat kecamatan disebut Petugas Sosial Kecamatan 
yang bertugas di kantor camat setempat.  
Tugas utama dari Departemen Sosial adalah perintis pejuang 
kemerdekaan, mengangkat pahlawan nasional, penyandang cacat, karang 
turuna, panti asuhan, fakir miskin, korban bencana, lembaga social, organisasi 
social, korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, korban perdagangan 
anak, gelandangan dan pengemis (gepeng), pekerja seks komersil (psk) korban 
HIV/AIDS korban napza, komunitas adat terpecil. 
Pada tahun 1998 Departemen Sosial pernah dibubarkan oleh Presiden 
Republik Indonesia yang pada saat itu dijabat oleh KH. Abdurrahman Wahid 
atau Gusdur, dengan alasan yang tidak jelas. Dan pada tahun 1999, dihidupkan 
Kembali Departemen Sosial dengan berganti nama menjadi Badan 
Kesejateraan Sosial Nasional (BKSN) untuk tingkat pusat. Kemudiaan pada 
tahun 2000 diganti kembali dengan nama Departemen Sosial dan Kesehatan 
Republik Indonesia. 
Selanjutnya pada tahun 2001 Departemen Sosial Republik Indonesia 
dihidupkan kembali oleh Presiden yang pada waktu itu dijabat oleh Megawati 
Soekarno Putri. Pada tahun itu juga Kota Pekanbaru sesuai dengan Struktur 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas terbentuk dengan nama Dinas Sosial Dan 




Pada tahun 2008 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda 
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Struktur dan Tata Kerja yang baru untuk Dinas 






Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Kedudukan Dinas Sosial dan 
Pemakaman Kota Pekanbaru adalah unsur pelaksanaan pemerintah daerah 
dibidang Kesejahteraan Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yang pada saat 
ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan terdiri dari 1 Seketaris, 4 Kepala 
Bidang (Kabid), 15 Kepala Seksi (Kasi) dan tenaga jabatan fungsional dengan 
jumlah personil 59 orang yang dilatarbelakangi dari berbagai disiplin ilmu 
yang berbeda, dalam pelaksanaan  Peraturan Pemerintah Kota Pekanbaru 
Nomor 7 Tahun 2001 sehari-hari berada dibawah tanggung jawab Walikota 
melalui Sekretaris Kota Pekanbaru. 
Kedudukan Dinas Sosial dan Pemakaman sesuai dengan tuntutan 
Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang- Undang 
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 
dimana kabupaten/kota diberikan wewenang yang luas baik dalam urusan 
pemerintahan maupun dalam pengelolaan pembangunan.  
Kewenangan yang luas ini di satu sisi dapat dipandang sebagai 
kesempatan bagi daerah untuk berkembang dan berbuat sendiri demi kemajuan 
suatu daerah tersebut dan disisi lain merupakan tantangan baru yang cukup 
berat juga menantang, Kemudian untuk menunjang pelaksanaan pelayanan 
penyediaan tempat pemakaman umum di Kota Pekanbaru, maka pemerintah 
Kota Pekanbaru pada tahun 2004 membuat 6 (enam) tempat Pemakaman 
umum yang tersebar di sekitar Kota Pekanbaru yang tata kelolanya diatur dan 
ditangani oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yang sekarang 










B. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru 
Setiap organisasi atau instansi pemerintah diharuskan mempunyai suatu 
pandangan dan pencapaian ke depannya dalam menangani dan melaksanakan 
pekerjaannya dalam arti kata adanya visi dan misi, supaya apa yang 
dilaksanakan itu terstruktur, strategis dan tetap pada pedoman yang telah 
ditetapkan. Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategik, 
merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak 
hanya penting pada waktu mulai bekerja, tetapi juga pada kehidupan organisasi 
selanjutnya. 
Adapun visi dan misi dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru di antaranya 
sebagai berikut ;  
1. Visi  
Sebagaimana yang telah dirumuskan bersama, bahwa visi dari Dinas Sosial 
Kota Pekanbaru adalah “Terwujudnya Kesejahteraan Sosial bagi 
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang didukung oleh 
sumber daya penyelenggara kesejahteraan sosial dan peran masyarakat serta 




Dari visi di atas, dapat dirumuskan misi dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru 
sebagai berikut : 
a. Meningkatkan pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang masalah 
Kesejahteraan Sosial.  
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b. Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitas Sosial. 
c. Meningkatkan kwalitas sumber daya manusia dan sarana kerja. 
d. Mensosialisasikan bantuan Kesejahteraan Sosial. 
e. Mengembangkan/ meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat 
serta memperdayakan potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 
secara optimal dalam pembangunan Kesejahteraan Sosial.
20
 
Dinas Sosial Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok melaksanakan 
Sebagian urusan pemerintah daerah kota dibidang Kesejahteraan Sosial dan 
pemakaman. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sesuai dengan 
peraturan walikota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2008 Bab V pasal 98, Dinas 
Sosial Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok dan fungsinya sebagai 
berikut : 
Melakukan pelaksanaan pembinaan Kewenangan dibidang 
kesejahteraan Sosial dan Pemakaman yang ditetapkan oleh Wali Kota 
Pekanbaru.  
a. Peyusunan pelaksanaan rencana program dibidang pembinaan teknis 
kesejahteraan Sosial di Kota Pekanbaru 
b. Melakukan Pengelolaan, penyelenggaraan dan penyuluhan Usaha 
Kesejahteraan Sosial di Kota Pekanbaru. 
c. Pelaksanaan Pembinaan, pelatihan ketrampilan dan pemberian bantuan 
kepada klien untuk usaha kesejahteraan Sosial. 
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d. Melakukan Pengawasan, pengendalian dan pemantauan kepada klien 
yang telah dilatih dan diberi bantuan  
e. Pengelolaan dan pengolahan serta pengumpulan data dan informasi serta 
evaluasi Kegiatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), 
potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). 
f. Pelaksanaan koordinasi antar instasi terkait, lembaga-lembaga dan 
organisasi dan organisasi masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan 
usaha kesejahteraan sosial (UKS) 
g. Pengelolaan adminstrasi umum, meliputi ketatalaksanaan, keuangan, 
kepergawaian, peralatan dan perlengkapan.  
h. Pengelolaan kegiatan usaha kesejahteraan sosial melalui petugas sosial, 
pekerja sosial, pengurus karang taruna dan Lembaga sosial masyarakat di 
kelurahan/desa. 
i. Pengelolaan kegiatan pemakaman dan penertiban lahan-lahan 




C. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru  
Susunan organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah sebagai 
berikut: 
a. Kepala Dinas  
b. Seketaris  
1) Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan  
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2) Sub Bagian Keuangan  
3) Sub Bagian Penyusunan Program  
c. Bidang Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial  
1) Seksi Kesejahteraan Anak, Keluarga, dan Lansia  
2) Seksi Pemberdayaan Keluarga Miskin 
3) Seksi Lembaga dan Penyuluhan Sosial  
d. Bidang Rehabilitas Sosial 
1) Seksi Rehabilitas Anak Nakal, Eks Narkoba Nafza dan Hukuman  
2) Seksi Rehabilitas dan Pemberdayaan Penyandang Cacat 
3) Seksi Rehabilitas Tuna Sosial 
e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial  
1) Seksi Bantuan Sosial dan Korban Bencana  
2) Seksi HAM, Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan  
3) Seksi Pengendalian, Pegawasan, dan Pengumpulan dan Sosial 
Struktur organisasi berlaku selama 7 bulan oleh Dinas Sosial Kota 
Pekanbaru dan Kemudiaan keliar Peraturan Daerah No 8 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan susunan organisasi kedudukan dan tugas pokok Dinas-dinas di 
lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru oleh Walikota, struktur organisasi 
kebutuhan dan tugas pokok Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota 
Pekanbaru.  
a. Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru mempunyai rincian tugas : 




2) Meyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang 
sosial dan pemakaman  
3) Membina dan melaksanakan urusan bidang sosial dan pemakaman, 
membina unit pelaksanaan teknis Dinas dalam lingkup tugasnya. 
4) Meyelenggarakan urusan penatausahan Dinas.  
5) Melaksanakan Tugas lain yang di berikan oleh Walikota sesuai dengan 
tugas dan fungsinya 
Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud juga meyelenggarakan fungsi: 
1) Perumusan kebijakan teknis dibidang sosial dan pemakaman  
2) Peyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum 
3) Peyusunan dan pelaporan  
4) Peyelenggaraan urusan penatausahaan Dinas  
5) Pelaksanaan tugas-tugas lain.  
b. Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut: 
1) Memimpin, meyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, 
umum, perlengkapan, keuangan, dan program dinas. 
2) Meyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan 
3) Mengkordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan 
dilingkungan Dinas. 
4) Mewakili Kepala Dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau 
tidak berada di tempat. 




6) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat 
dinas, upacara serta keprotokolan. 
7) Mengkoordinasikan membina, merumuskan laporan tahunan dan 
evaluasi setiap bidang sebagai pertanggung jawaban Dinas. 
8) Mengkoordinasikan, membina pemiliharaan kebersihan, ketertiban, dan 
keamanan kantor. 
9) Membagi tugas pada bawahan dengan cara disposisi 
10) Secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tangung jawab 
masing-masing.  
11) Mengevaluasi tugas sekretariat berdasarkan informasi, data laporan 
yang diterima untuk bahan penyempurnaaan lebih lanjut. 
12) Melaporkan pelaksanaan tugas sekretariat kepada atasan secara lisan 
maupun tulisan 
13) Memfasilitasi dan asistensi tugas sekretariat dengan cara konsultasi, 
kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis. 
14) Mengevaluasi tugas sekretariat berdasarkan informasi, data laporan 
yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut. 
15) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
 Sekretariat dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana 
dimaksud juga menyelenggarakan fungsi: 




2) Penyelenggaraan pelayanan admintrasi, keuangan, kepegawaian, tata 
peraturan, perlengkapan, umum dan rumah tangga. 
3) Pelaksanaan koordinasi pelayanan admintrasi dinas. 
4) Pengkoordinasi rapat dan keprotokolan. 
5) Pengkoordinasi laporan tahunan.\ 
6) Pengkoordinasi kebersihan, keindahan, dan ketertiban kantor. 
7) Pelaksanaan tugas-tugas lain. 
c. Bidang pelayanan dan Pemberdayaan sosial mempunyai rincian tugas 
sebagai berikut: 
1) Mengkoordinasikan membina, dan merumuskan pembinaan dan 
pengendalian serta pelayanan Kesejahteraan sosial dibidang 
Kesejahteraan anak, keluarga, lanjut usia,dan jompo, bimbingan keluarga 
miskin, pemberdayaan Lembaga-lembaga sosial termasuk pengawasan 
terhadap panti spsial, penyuluhan sosial serta jaminan sosial. 
2) Mengkoordinasikan, membina,, dan merumuskan bimbingan teknis dan 
pengendalian program pelayanan sosial dan pembedayaan sosial. 
3) Mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan  inventarisasi dan 
peyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi serta 
sumber-sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dibidang tugasnya. 
4) Mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan penyiapan dan 
mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan kegiatan penyuluhan, 





5) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan Kerjasama dengan unit 
kerja lain serta instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya. 
6) Mengkoordinasi, membina dan meyusun laporan dan hasil-hasil yang 
dicapai dalam pelaksanaan tugasnya 
7) Mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan pelaksanaan tugas lain 
atas petunjuk pimpinan. 
8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
Bidang pelayanan dan pembedayaan sosial dalam melaksanakan 
rincian tugas sebagaimana dimaksud juga meyelenggarakan fungsi: 
1) Peyusunan program kerja  
2) Membina dan merumuskan bimbingan teknis dan pengendalian program 
pelayanan sosial dan pembedayaan sosial. 
3) Pengkoordinasian inventaris data penyadang masalah  kesejahteraan 
sosial (PMKS). 
4) Pengumpulan bahan kegiatan penyuluhan. 
5) Pelaksanaan tugas-tugas lain. 
d. Bidang Rehabilitas Sosial mempunyai rincian tugas-tugas sebagai berikut: 
1) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan pembinaan 
dan bimbingan dibidang rehabilitas sosial. 
2) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan pembinaan 




terlantar, atau anak nakal, eks korban napza, bebas hukuman dan 
tunasusila. 
3) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan Kerjasama dengan unit 
lain dan instansi terkaid sesuai dengan bidang tugasnya. 
4) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan dan meyusun laporan, 
hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas. 
5) Megkoordinasikan, membina dan merumuskan rencana kegiatan bidang. 
6) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan rencana kegiatan 
bidang. 
7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
Bidang Rehabilitas Sosial dan melaksanakan rincian tugas 
sebagaimana dimaksud juga menyelenggarakan fungsi: 
1) Peyusunan program kerja  
2) Pembinaan lanjut, pelayanan sosial. 
3) Pelaksanaan tugas-tugas lain. 
 
D. Identitas Pegawai Dinas Sosial Kota Pekanbaru 
Ada beberapa hal yang perlu diketahui bahwa identitas pegawai Dinas 
Sosial Kota Pekanbaru berdasarkan jenis kelaminan dan latar belakang 






Data Pegawai Dinas Sosial Kota Pekanbaru 
No Jenis Kelamin Jumlah(Orang) 
1. Laki-Laki 15 
2. Perempuan 15 
Jumlah 30 
Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru 2021 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah pegawai pada 
Dinas Sosial Kota Pekanbaru berjumlah 30 orang yang terdiri dari perempuan 
sebanyak 15 orang dan laki-laki sebanyak 15 orang. 
Peningkatan kinerja pada setiap pegawai di Dinas Sosial Kota 
Pekanbaru diharapkan bisa berkerja lebih efektif dan efesien dengan jumlah 
pegawai yang ada tersebut sehingga bidang rehabilitas sosial terus mengalami 
peningkatan dan perubahan untuk mencapai tujuan. 
Tabel II.2 
Data Latar Belakang Pendidikan Pegawai Dinas Sosial Kota Pekanbaru 
No Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang) 
1. SLTA 7 
2. D3 1 
3. S1 15 
4. S2 7 
Jumlah 30 
 Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru 2021 
Berdasarkan table diatas dapat terlihat bahwa pada kantor Dinas Sosial 
Kota Pekanbaru banyak didominasi oleh pegawai yang tingkatan lumayan 
tinggi yaitu S1 berjumlah 15 orang, tetapi yang berpendidikan SL TA 
berjumlah 7 orang, berpendidikan D3 berjumlah 1 orang, dan yang 




5. Bagan Susunan Dinas Sosial Kota Pekanbaru 
        
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU 
           
BIDANG PERLINDUNGAN DAN BIDANG REHABILITASI SOSIAL BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN 
JAMINAN SOSIAL Drs. BUSTAMI, MM PENANGANAN FAKIR MISKIN
KORBAN BENCANA PERLINDUNGAN ANAK KELUARGA MISKIN
   LANGGENG WIDODO, SKM NIP. 19630813 198410 1 001  Hj. NETTI ENNITA.SH
     NIP. 19690517 199101 1 001 NIP.19620618 198303 2 003
SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL SEKSI REHABILITASI DAN SEKSI PEMBERDAYAAN SOSIAL
MARTINI, S.Sos, M.Si HJ. IRIN IRSANTI, S.Pi HERYANI, S.ST
NIP. 196802131992032002 NIP. 196804152000032006 NIP.19641207 199010 2 001
SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SEKSI REHABILITASI SOSIAL SEKSI PEMBERDAYAAN SOSIAL
SUMBER DANA BANTUAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS KELEMBAGAAN MASYARAKAT
 NIP. 19670219 199803 2 002 NIP. 19781128 200212 2 004 NIP. 19730117 199803 2 002
RIA ARYANI. SH WIRA SRIYANTI, S.Pi, M.Si NINDYA DEVI JUSTISIANAWATI, SH
SEKSI PERLINDUNGAN DAN PENYANTUNAN SEKSI REHABILITASI TUNA SOSIAL, KORBAN TINDAK SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN,
LANJUT USIA TERLANTAR KEKERASAN DAN PERDAGANGAN ORANG KESETIAKAWANAN DAN RESTORASI SOSIAL
 ARIFAH, SKM RIKO EKA PUTRA, S.Sos YENNITA, S.STP, M.Si




NIP .19790118 199711 2 001
SUB BAGIAN UMUM
HANDRE PUTRA, S.Sos 
NIP. 19870907 201102 1 001
SUB BAGIAN KEUANGAN
RINA DESWITA, S.Sos
NIP.19740926199802 2 003  
SEKRETARIS
Drs. H. ZAMZAMI, M.Si












A. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 
1. Sejarah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan 
Pembangunan Ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari 
pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka 
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat 
Indonesia selurunya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri 
tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, Makmur, dan 
merata, baik materil maupun spiritual.
22
 
Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa 
sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga 
kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang kondusif bagi pengembangan 
dunia usaha. 
Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan 
keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja 
selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan 
kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan 
pengaturan yang menyeluru dan komprehensif, antara lain mencakup 
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pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya 
saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan 
penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial. 
Pembinaan hubungan industrial sebagai bagian dari pembangunan 
ketenagakerjaan harus diarahkan untuk terus mewujudkan hubungan 
industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Untuk itu, pengakuan 
dan penghargaan terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang dituangkan 
dalam TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 harus diwujudkan. Dalam bidang 
ketenagakerjaan, ketetapan MPR ini merupakan tonggak utama dalam 
menegakkan demokrasi ditempat kerja. Penegakan demokrasi ditempat 
kerja diharapkan dapat mendorong partisipasi yang optimal dari seluru 
tenaga kerja dan pekerja/buruh Indonesia untuk membangun negara 
Indonesia yang dicita-citakan. 
Beberapa peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan 
yang berlaku selama ini, termasuk sebagian yang merupakan produk 
colonial, menempatkan pekerja pada posisi yang kurang menguntungkan 
dalam pelayanan penempatan tenaga kerja dan sistem hubungan industrial 
yang menonjol perbedaan kedudukan dan kepentingan sehingga dipandang 




Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 
(UU Ketenagakerjaan) disahkan Presiden Megawati Seakarnoputri pada 
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tanggal 25 Maret 2009. UU 13 2003 tentang Ketenagakerjaan diundang 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 dan 
Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan ke dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4279 oleh Sekretaris Negara Jakarta agar setiap orang mengetahui. 
UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan 
Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja 
pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja,
24
 
Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan 
guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan 
sendiri maupun untuk masyarakat. 
2.  Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 
Tentang Ketenagakerjaan 
Tenaga kerja menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 
ayat 2 menyebutkan bahwa : “Tenaga kerja adalah setiap orang yang 
mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik 
untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.”  
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menetapkan bahwa pengunaan 
istilah pekerja selalu diikuti dengan istilah buruh yang menandakan bahwa 
Undang-undang ini mengartikan dengan istilah maknanya sama. Pasal 1 
angka 3 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 
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memberikan pengertian. “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja 
dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.” 
Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari 
pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka 
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat 
Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri 
tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan 
merata, baik material maupun spiritual.
25
 
Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa 
sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga 
kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan 
kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.  
Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan 
keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja 
selama, sebelum, sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan 
kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan 
pengaturan yang meyeluruh dan komprehensif, antara lain mencangkup 
pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktvitas dan daya 
saing tenaga kerja Indonesia, upayah perluasan kesempatan kerja, pelayanan 
penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial. 
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Pembinaan hubungan industrial sebagai bagian dari pembangunan 
ketenagakerjaan harus diarahkan untuk terus mewujudkan hubungan 
industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Untuk itu, pengakuan 
dan penghargaan terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang dituangkan 
dalam TAP MPR No.XV11/MPR/1998 harus diwujudkan. Dalam bidang 
ketenagakerjaan, ketetapan MPR ini merupakan tonggak utama dalam 
menegakan demokrasi ditempat kerja, penegakan demokrasi ditempat kerja 
diharapkan dapat mendorong partisipasi yang optimal dari seluruh tenaga 
kerja dan pekerja/buruh Indonesia untuk membangun negara Indonesia yang 
dicita-citakan. 
Beberapa peratuiran perundang-undangan tentang ketenagakerjaan 
yang berlaku selama ini, termasuk Sebagian yang merupakan produk 
colonial, merupakan pekerja pada posisi yang kurang menguntungkan dalam 
pelayanan penempatan tenaga kerja dan sistem hubungan industrial yang 
menonjolkan perbedaan kedudukan dan kepentingan sehingga dipandang 
sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini dan tuntutan masa yang 
akan datang. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah:
26
 
1) Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia untuk Melakukan 
Pekerjaan di Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1887 No. 8). 
2) Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 Peraturan tentang Pembatasan 
Kerja Anak dan Kerja Malam bagi Wanita (Staatsblad Tahun 1925 
Nomor 647); 
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3) Ordonansi Tahun 1926 Peraturan Mengenai Kerja Anak-Anak dan 
Orang Muda di Atas Kapal (Staatsblad)Tahun 1926 Nomor 87); 
4) Ordonansi Tanggal 4 Mei 1936 tentang Ordonansi untuk Mengatur 
Kegiatan-Kegiatan Mencari Calon Pekerja (Staatsblad Tahun 1936 
Nomor 208); 
5) Ordonansi tentang Pemulangan Buruh yang Diterima atau Dikerahkan 
dari Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1939 Nomor 545); 
6) Ordonansi Nomor 9 Tahun 1949 tentang Pembatasan Kerja Anak-Anak 
(Staatsblad Tahun 1949 Nomor 8); 
7) Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan 
antara Serikat Buruh dan Majikan (Lembaran Negara Tahun 1954 
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 598a); 
8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga 
Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 8); 
9) Undang-undang Nomor 7 Pnps Tahun 1963 tentang Pencegahan 
Pemogokan dan/atau Penutupan (Lock-Out) Di Perusahaan, Jawatan 
dan Badan yang Vital (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 67); dan 
10) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan 
Pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 
55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912). 
11) Peraturan perundang-undangan tersebut di atas dipandang perlu untuk 
dicabut dan diganti dengan undang-undang tentang ketenagakerjaan 








Undang-undang tentang Ketenagakerjaan ini didasarkan pada 
pentingnya peranan tenaga kerja dalam pembangunan nasional dalam satu 
sistem hubungan industrial yang menekankan kemitraan dan kesamaan 
kepentingan sehingga dapat memberdayakan dan mendayagunakan tenaga 
kerja secara optimal, melindungi hak-hak dan kepentingan pekerja, 
menjamin kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, 
menciptakan hubungan kerja yang harmonis, menciptakan ketenangan 
bekerja dan ketenangan berusaha, meningkatkan produktivitas perusahaan, 
meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, memberikan 
kepastian hukum bagi pekerja, dan pada akhirnya mewujudkan masyarakat 
Indonesia yang maju dan sejahtera, Undang-undang ini antara lain memuat: 
1) Landasan, asas, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan; 
2) Kesempatan dan perlakuan sama; 
3) Perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan sebagai dasar 
penyusunan kebijakan, strategi, dan program pembangunan 
ketenagakerjaan; 
4) Pembinaan hubungan industrial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila 
diarahkan untuk menumbuhkembangkan hubungan yang harmonis 
antara para pelaku proses produksi; 
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5) Pembinaan kelembagaan dan sarana hubungan industrial, termasuk 
peraturan perusahaan, Lembaga Kerjasama Bipartit, serikat pekerja dan 
organisasi pengusaha, kesepakatan kerja bersama, Lembaga Kerjasama 
Tripartit, penyuluhan dan pemasyarakatan Hubungan Industrial 
Pancasila, dan lembaga penyelesaian perselisihan industrial; 
6) Perlindungan tenaga kerja, termasuk perlindungan atas hak-hak dasar 
pekerja untuk berorganisasi dan berunding dengan pengusaha, 
perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan khusus 
tenaga kerja wanita, anak, orang muda, dan penyandang cacat, serta 
perlindungan upah dan jaminan sosial tenaga kerja; 
7) Pelatihan kerja yang diarahkan untuk meningkatkan dan 
mengembangkan keterampilan serta keahlian tenaga kerja guna 
meningkatkan produktivitas kerja dan produktivitas perusahaan; 
8) Pelayanan penempatan tenaga kerja dalam rangka pendayagunaan 
tenaga kerja secara optimal, penempatan tenaga kerja pada pekerjaan 
yang tepat tanpa diskriminasi sesuai dengan kodrat, harkat, dan 
martabat kemanusiaan; 
9) Pembinaan, pengembangan, dan perlindungan tenaga kerja di sektor 
informal, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja; 
10) Pengawasan ketenagakerjaan dengan maksud agar dalam peraturan 
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Diantara peraturan perundang-undangan yang lama terdapat 
beberapa undang- undang mengenai ketenagakerjaan yang isinya belum 
seluruhnya tertampung dalam Undang-undang tentang Ketenagakerjaan ini 
yang perlu tetap diberlakukan, antara lain : 
1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya 
Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari 
Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 
1951 Nomor 4); 
2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian 
Perselisihan Perburuhan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1227); 
3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan 
Kerja di Perusahaan Swasta (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 93, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2686); 
4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 
(Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 2918); 
5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor 
Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 
39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201); 
6) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga 
Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran 




7) Peraturan perundang-undangan lainnya yang meratifikasi Konvensi 
Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization). 
Disamping itu, peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang 
telah dicabut masih tetap berlaku sebelum ditetapkannya peraturan baru 
sebagai pengganti. 
3. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan Menurut Ahli 
Ada beberapa pengertiaan ketenagakerjaan menurut para ahli yaitu: 
a. Menurut Molenaar: Hukum Ketenagakerjaan (arbeidsrecht) adalah 
bagian dari hukum yang pada pokoknya mengatur hubungan antara 
tenaga kerja dan pengusaha, antara tenaga dengan kerja tenaga kerja dan 
tenaga kerja dengan penguasa.
29
 
b. Menurut Mr. M.G. Levenbach: Hukum ketenagakerjaan (arbeidsrecht) 
hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja, dimana pekerjaan itu 
dilakukan di bawah pimpinan dan denga keadaan penghidupan yang 
langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja itu.
30
 
c. Menurut Mr N.E.H. Van Esveld: Hukum ketenagakerjaan (arbeidsrecht) 
tidak hanya meliputi hubungan kerja dimana pekerjaan dilakukan di 
bawah pimpinan, tetapi meliputi pula pekerjaan yang dilakukan oleh 
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d. Menurut Prof. Iman Soepomo. S.H.: Hukum Perburuan 
(Ketenagakerjaan) adalah himpunan peraturan-peraturan, baik tertulis 
maupun tidak tertulis yang berkenan dengan kejadian dimana seseorang 




B. Penyandang Disabilitas 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan 
orang yang menyandang (menderita) sesuatu, sedangkan disabilitas merupakan 
kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris disability 
(jamak:disabilities) yang bearti cacat atau ketidakmampuan.
33
 
Menurut John C. Maxwell, penyandang disabilitas merupakan 
seseorang yang mempunyai kelainan dan/atau yang dapat mengganggu 
aktivitas. 
Menurut Goffman sebagaimana dikemukakan oleh Johnson, 
mengungkapkan bahwa masalah sosial utama yang dihadapi penyandang cacat 
“disabilitas” adalah bahwa mereka abnormal dalam tingkat yang sedemikian 
jelasnya sehingga orang lain tidak merasa enak atau tidak mampu berinteraksi 
dengannya. Lingkungan sekitar telah memberikan stigma kepada penyandang 
cacat, bahwa mereka dipandang tidak mampu dalam segala hal merupakan 
penyebab dari berbagai masalah. Dalam keadaan yang serba terbatas dan 
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asumsi negatif dari orang lain, ada sebagian dari mereka yang terus berusaha 
untuk tidak selalu bergantung pada orang lain.
34
 
Menurut IG.A.K Wardani anak berkebutuhan khusus adalah anak yang 
mempunyai sesuatu yang luar biasa yang secara signifikan membedakan nya 
dengan anak-anak seusia pada umumnya. Keluarbiasaaan yang dimiliki anak 
tersebut dapat merupakan sesuatu yang positif, dapat pula yang negatif.
35
 
Penyandang disabilitas adalah anggota masyarakat dan memiliki hak 
untuk tetap berada dalam komunitas lokal. Para penyandang disabilitas harus 
menerima dukungan yang dibutuhkan dalam struktur pendidikan, kesehatan, 
pekerjaan dan pelayanan sosial. Sehingga hak-hak penyandang disablitas 




Beberapa pengertian tentang Penyandang Disabilitas/Penyandang Cacat 
yang diatur dalam Undang-Undang yaitu : 
1. Menurut Resolusi PBB Nomor 61/106 tanggal 13 Desember 2006, 
penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang tidak mampu 
menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual 
normal dan/atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecacatan mereka, baik 
yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau 
mentalnya. 
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2. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia, penyandang cacat/disabilitas merupakan kelompok masyarakat 
rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih 
berkenaan dengan kekhususannya. 
3. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 
Sosial, penyandang cacat/disabilitas digolongkan sebagai bagian dari 
masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan 
dan memiliki kriteria masalah sosial. 
4. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-
Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang 
memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka 
waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap 
masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk 
berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. 
5. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, 
penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik 
dan/atau mental, yang dapat menganggu atau merupakan rintangan dan 
hamabatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari, 
penyandang cacat fisik; penyandang cacat mental; penyandang cacat fisik 
dan mental. 
6. Diperbarui dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa penyandang disabilitas 




dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan 
lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi 
secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan 
kesamaan hak. 
7. Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 
Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang 
Disabilitas, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai 
kelainan fisik dan/ataau mental, yang dapat menganggu atau merupakan 
rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas secara 
selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat 
mental, serta penyandang cacat fisik dan mental.
37
 
Menurut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 
tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, 
penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik 
dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan 
hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri 
dari: penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental serta 




C. Konsep Fiqh Siyasah Bagi Penyandang Disabilitas 
Fiqh sebagai produk dari ijtihad ulama Islam telah terbentuk menjadi 
berbagai pembahasan dan ruang lingkup. Salah satu pembahasan yang 
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terpenting dan aktual adalah fiqh siyasah. Masalah pemerintahan dan 
perpolitikan dalam Islam dikenal dengan “siyasah” apabila dilihat dari 
pengertian siyasah sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu al-Qayyim dari Ibnu 
„Aqil didefinisikan sebagai “siyasat” adalah setiap langkah perbuatan yang 
membawa manusia kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan, 
walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya. 
Sedangkan Khallaf mendefinisikannya sebagai pengelolaan masalah umum 
bagi negara Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dengan tidak 
melanggar ketentuan syari‟at yang umum.  
Fiqh siyasah sendiri terbagi beberapa bagian. Salah satu dari bagian 
yang terpenting adalah siyasah dusturiyah. Siyasah dusturiyah membahas 
tentang hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak yang 
lain, serta lembaga-lembaga yang berada diantaranya.
39
 
Fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan 
dan undang-undang yang dituntut oleh hal ihwal kenegaran dari segi 
persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi 
kemaslahatan bagi masyarakat.  
Fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan 
dan undang-undang yang dituntut oleh hal ihwal kenegaran dari segi 
persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi 
kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam kajian siyasah dusturiyah, legislasi atau 
kekuasaan legislatif disebut juga dengan al-sulthah al-tasyri‟iyah, yaitu 
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kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Istilah 
ini digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan 
pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan 
eksekutif (al-sulthah altanfîdiyah) dan kekuasaan yudikatif (al-sulthah al-
qadha‟iyah).  
Dalam konteks ini kekuasaan legislatif (al-sulthah al-tasrî‟iyah) berarti 
kekuasaan atau kewenangan pemerintahan Islam untuk menetapkan hukum 
yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan pada 
apa yang diturunkan Allah dalam syariat Islam. Dengan demikian, unsur-unsur 
legislasi dalam Islam meliputi:  
1. Pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang 
akan diberlakukan dalam masyarakat Islam  
2. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya  




Dalam buku al-ahkam al-sulthaniyyah, karangan Imam almawardi, 
ruang lingkup fiqh siyasah yakni siyasah dusturiyyah, siyasah malliyah, 
siyasah qadlaiyyah, siyasah harbiyyah, siyasah idariyyah.
41
 Pembidangan fiqh 
siyasah telah, sedang dan akan berubah sesuai dengan pola hubungan antar 
manusia serta bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan 
siyasah, artinya fiqh siyasah dapat berkembang menyesuaikan masa atau 
dinamakan dinamis. Dalam menetapkan atau merumuskan kebijakan-kebijakan 
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yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya dan warga 
umum lainnya. 
Fiqh siyasah dapat menjangkau pada masalah penyandang disabilitas 
dalam pandangan dan pemahaman ajaran islam dengan bersumber dari Al-
Qur‟an, dan Hadis. Kedudukan fiqh siyasah disini juga merupakan etika moral 
sosial yang sangat penting dalam memandu kehidupan manusia yag adil, 




Fiqh siyasah mendukung semua upaya-upaya dalam penyelesaian 
permasalahan pemenuhan penyandang disabilitas. Sebab, ajaran fiqh siyasah 
sendiri selalu memperhatikan dasar kebaikan atau kemaslahatan dan 
menghindari suatu kemudharatan yang mungkin timbul. 
Di dalam Al-quran surat An-Nissa ayat 58 menjelaskan tentang 
kaitannya dengan kemaslahatan umat, berikut bunyi ayatnya: 
                
                  
 
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 
dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-
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Ada juga Hadis Nabi yang berkaitan dengan kepemimpinan yang 
amanah untuk megurus rakyatnya. Berikut bunyi Hadist yang artinya: 
“Kewajiban kepala negara menyediakan segala menjadi kebutuhan warga 
negaranya dengan memberdayakan seluruh potensi dan melibatkan peran 
serta masyarakat yang ada”.
44
 
Makna yang terkandung didalam Hadist Nabi itu adalah bahwa seorang 
pemimpin harus menjadi pengayom bagi warganya. Seorang pemimpin harus 
wajib mewujudkan kebaikan di antara warganya dan harus bersikap adil untuk 
tercapainya kemaslahatan. Pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk 
membuat semua warganya bisa menjalani kehidupan yang nyaman. Fasilitas 
publik seperti bangunan umum dibuat aksesibel terhadap penyandang 
disabilitas. Lingkungan sekitar pun juga berperan dalam mendukung 
terpenuhinya hak penyandang disabilitas dalam memanfaatkan bangunan 
umum serta pekerjaan yang aman bagi mereka.  
Dalam kaidah Fiqh Siyasah terdapat kaidah yang berkaitan dengan 
peran dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang 
menjelaskan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus berorientasi 
pada kemaslahatan rakyat. 
ف   ِعيَةِ  َعلَى ااِلَمامِ  تََصرُّ وط  َمن   الرَّ  بِالَمْصلََحةِ  
 Artinya : “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung 
kepada kemaslahatan”. 
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Kaidah tersebut menjelaskan bahwa setiap kebijakan yang dibuat oleh 
pemerintah harus sesuai untuk kemaslahatan rakyat dan mendatangkan 
kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat. Karena, pemimpin adalah 
pengemban amanah penderitaan rakyat (umat) dan untuk itulah ia ditunjuk 
sebagai pemimpin serta harus pula memperhatikan kemaslaqahatan rakyat. Hal 
ini tentunya sejalan dengan peran Dinas Sosial untuk menyediakan lapangan 
pekerjaan bagi penyandang disabilitas. 
Dalam tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah tentu saja penerapan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 bagi Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru 
diperuntukkan kepada penyandang disabilitas agar mendapatkan persamaan 
derajat, dan memperoleh kesempatan yang sama dalam dunia kerja. Meskipun 
pelaksanaan dari penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tersebut 
belum sepenuhnya sempurna, namun harus tetap dilaksanakan untuk 
mensejahterakan penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru. Hal ini sesuai 
dengan salah satu kaidah fiqih, yaitu: 
 ُكل وُُ َليُ ت َْركُُ ُكل وُُ َليُْدَركُُ َما
Artinya : “Apa yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, jangan ditinggalkan 
seluruhnya”. 
 
Kaidah tersebut menjelaskan bahwasanya jika sebuah kebijakan 
dilaksanakan belum maksimal maka tetap dilaksanakan dan jangan 
ditinggalkan. Hal ini sejalan dengan penerapan dari Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 bagi Penyandang Disabilitas meskipun belum dapat sempurna 




dioptimalkan agar terciptanya kesejahteraan bagi umat, khususnya penyandang 
disabilitas di Kota Pekanbaru. 
 Dengan melihat segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota 
Pekanbaru, khususnya Dinas Sosial dalam usaha bersungguh-sungguh untuk 
meningkatkan kemampuan dari penyandang disabilitas menunjukkan bahwa 
sudah sejalan dengan Siyasah Dusturiyah yaitu kebijakan yang dilakukan oleh 
penguasa adalah untuk mensejahterakan umatnya.  
Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam Fiqih Siyasah Dusturiyah 
sesuai dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang ada dalam Fiqih 
Siyasah. Karena tugas utama pemimpin adalah mensejahterakan umat sehingga 






KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan 
maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Upaya Dinas Sosial Dalam Menyediakan Lapagan Kerja Bagi Penyandang 
Disabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sudah berjalan 
dengan baik meskipun belum bisa terwujud sepenuhnya. Pemerintah Kota 
Pekanbaru sudah berupaya dengan baik untuk membuat program pelatihan 
sebagai bentuk pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi 
penyandang disabilitas diantara faktor pendukungnya; (i) membuat program 
pelatihan keterampilan menjahit dan memangkas rambut untuk penyandang 
disabilitas; (ii) membuat pelatihan mengoperasikan komputer untuk 
penyandang disabilitas; (iii) memberikan pemasaran terhadap pelatihan 
yang telah diberikan kepada penyandang disabilitas. Faktor kendala 
penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketersediaan 
Lapangan Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas diantaranya; (i) 
penyandang disabilitas sangat sensitif dan tidak percaya diri sehingga sulit 
diajak untuk berkomunikasi untuk bekerja; dan (ii) pemerintah masih 
memiliki keterbatasan dalam memasarkan produk yang dihasilkan oleh 
penyandang disabilitas sehingga berpengaruh pada semangat disabilitas 
dalam mengikuti pelatihan. 
2. Kendala yang dihadapi dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 




Disabilitas diantaranya; (i) dari pihak penyandang disabilitas, karena 
penyandang disabilitas sangat sensitif dan tidak percaya diri sehingga sulit 
diajak untuk berkomunikasi untuk bekerja; dan (ii) pemerintah masih 
memiliki keterbatasan dalam memasarkan produk yang dihasilkan oleh 
penyandang disabilitas sehingga berpengaruh pada semangat disabilitas 
dalam mengikuti pelatihan. 
3. Dalam tinjauan Siyasah Dusturiyah kebijakan dibuat untuk kemaslahatan 
umat. Segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, untuk 
meningkatkan kemampuan dari penyandang disabilitas menunjukkan bahwa 
sudah sejalan dengan Siyasah Dusturiyah karena penguasa berusaha untuk 
mensejahterakan umatnya. 
B. Saran 
Adapun beberapa saran yang bersifat membangun dan konstruktif 
disampaikan kepada yang terkait sebagai berikut: 
1. Bahwa lapangan kerja bagi penyandang disabilitas belum berjalan dengan 
baik maka diharapkan kepada Dinas Sosial agar bisa melakukan 
pemberdayaan dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi penyandang 
disabilitas di Kota Pekanbaru. Karena semakin hari penyandang disabilitas 
semakin meningkat dan mereka berhak untuk mendapatkan kesejahteraan 
dalam dunia kerja. 
2. Diharapkan kepada masyarakat agar dapat berpartisipasi untuk 
mengapresiasi seperti membeli produk yang dihasilkan oleh penyandang 





3. Penulis berharap kepada sarjana hukum di Universitas Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau agar lebih meningkatkan keilmuan dan mengembangkan 
keterampilan dan menganalisis agar memberikan kontribusi terhadap 
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